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Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Polda Sulsel Tetapkan 21 

Tersangka Kasus Korupsi di Berbagai Sektor 

 

Sumber gambar: 

https://www.kabarmakassar.com/berita-utama/polda-sulsel-tetapkan-21-tersangka-kasus-

korupsi-di-berbagai-sektor 
 

Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi 

(Tipikor) yang meliputi sektor konstruksi, kredit perbankan, dan bantuan COVID-19, dengan 

menetapkan 21 tersangka. 

“Ada gabungan tiga LP (laporan polisi), jadi kita gabung jadi satu. Tersangkanya 

masih kita gabungkan tiga LP tersebut, jadi kita gabungkan 21 orang (tersangka) ini,” ujar 

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan saat ekspos di Makassar, Selasa (12/11). 

Yudhiawan menyampaikan bahwa 3 kasus ini ditangani Subdit Direktorat Reserse dan 

Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel. 

Pada kasus yang pertama yaitu pekerjaan fisik, dimana proyek ini dikerjakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020, 

pada pembangunan jalan ruas Sabang-Tallang Kabupaten Luwu utara sepanjang 18 kilometer. 
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Selanjutnya, Pembangunan Pasar Labukang dikerjakan Dinas Perdagangan Kota Parepare 

tahun anggaran 2019. 

“Ini modus operandinya, yaitu memakai atau pinjam pakai perusahaan, PPK dan PPTK 

tidak melakukan pengendalian kontrak, kemudian mengubah spesifikasi di lapangan, terus 

otomatis tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi 

pekerjaan,” jelasnya. 

Kasus kedua, kata Yudhiawan yaitu terkait dugaan korupsi dalam kredit perbankan, 

dimana pemberian fasilitas kredit konstruksi Bank BPD Sulselbar kepada PT Aiwondeni 

Permai tahun 2020. Pemberian fasilitas kredit konstruksi Bank BPD Sulselbar Cabang 

Sengkang kepada PT Delima Agung Utama pada 2021. 

Selanjutnya, pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi Bank Sulselbar Cabang 

Takalar kepada PT Letebbe Putra Grup tahun 2021-2022. Pemberian fasilitas kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Bank BRI Unit Mappasaile Cabang Pangkep tahun 2019-2021. 

Lalu, pemberian fasilitas KUR Bank BRI Unit Takkallala Kabupaten Soppeng tahun 

2022-2023. Penyalahgunaan wewewang penduplikasian kartu kredit milik nasabah Bank BRI 

Kahu Kabupaten Bone tahun 2023. Pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri SME Makassar 

Kartini kepada Koperasi PT Eastern Pearl Flour Mils (EPFM) tahun 2018-2019. 

“Ini motif operandinya, melakukan analisa kredit modal kerja yang tidak sesuai 

mekanisme memberikan kredit diluar tujuan penggunaannya, kemudian juga menggunakan 

dokumen persyaratan lain yang fiktif untuk persyaratan pencairan KUR,”ungkapnya. 

“Jadi intinya mereka ini ada niat jahat dulu, supaya nanti uang keluar dengan 

pemberian kredit dengan berbagai cara supaya uang itu segera keluar, otomatis ada pihak yang 

dirugikan,” lanjut Yudhiawan. 

Sementara, untuk kasus dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, yaitu 

pungutan PPh 21 kepada Aparat Sipil Negara (ASN) penerima pembayaran jasa pelayanan 

klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto tahun 2017-

2018. 

Selain itu, ada juga terkait pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat 

dalam penanggulangan keadaan siaga darurat Covid-19 di Dinas Sosial Pemerintah Kota 
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Makassar tahun 2020. Dan pengelolaan alat dan mesin pertanian pada UPTD pengelolaan 

Agribisnis Pertanian di Kabupaten Maros, tahun 2023. 

Modus operandi yang dijalankan kasus BPJS Kesehatan yakni melakukan pemotongan 

penerimaan jasa klaim kepada tenaga Kesehatan namun tidak menyetorkan PPh 21, tapi 

dananya disimpan pada rekening pribadi dengan memalsukan slip setoran klaim BPJS seolah-

olah telah di bayar. 

Kemudian, pada kasus Covid-19 diduga melakukan mark up atau penggembungan 

harga barang bantuan sembako Covid-19 di Makassar, dan untuk alat mesin di Maros, 

modusnya menjual dan menyewakan barang milik negara dan tidak menyetorkan dana tersebut 

ke kas negara. 

Penanganan perkara sejauh ini, kata Kapolda, untuk tahap satu ada lima laporan polisi 

(LP), persiapan kirim berkas ke kejaksaan tujuh LP, sementara perhitungan kerugian negara 

(PKN) 16 LP dan proses sidik sebanyak lima LP. 

“Ini sebenarnya, modus operandinya sangat kasar, jadi betul-betul niat jahatnya sudah 

ada dari para tersangka,” ujarnya. 

Dalam 3 kasus Tipikor ini, kata Yudhiawan pihak kepolisian menetapkan ada 21 orang 

sebagai tersangka dengan inisial masing-masing, AA, JP, MS, OA, EJ, AR, DM, BJ, MT, ZS, 

AM, KH, ISB, AMS, AF, RL, ED, OO, FA, NR dan NS. Saksi yang diperiksa sebanyak 453 

orang dan saksi ahli 12 orang. 

Barang bukti yang disita sebanyak 350 dokumen seperti BPKB, Sertipikat tanah, serta 

dokumen penting lainnya. Kendaraan, 14 unit roda empat, 10 unit kendaraan roda 10 atau dum 

truk, delapan unit Forklip truk, satu ponsel, tiga unit laptop dan uang tunai Rp2,29 miliar lebih. 

Dalam kasus ini, penyelamatan uang negara (uang dan barang) senilai Rp8,7 miliar 

lebih, hasil perhitungan kerugian negara (PKN) sebesar Rp25,4 miliar lebih, potensi kerugian 

negara (AI) Rp59,4 miliar lebih, total keseluruhan Rp84,8 miliar lebih. 

Sementara dalam sumber yang berbeda, disebutkan juga, Kapolda Sulsel Irjen Pol 

Yudhiawan membeberkan modus operandi 21 pelaku korupsi yang terlah ditetapkan sebagai 

tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Selasa (12/11/2024). 
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21 tersangka itu, terlibat dalam tiga jenis korupsi yang berbeda. Mulai dari pengerjaan 

fisik atau proyek, kejahatan perbankan hingga penyalahgunaan wewenang atau jabatan. 

Di sektor pengerjaan proyek, ada kasus korupsi pembangunan jalan ruas Sabbang-

Tallang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 kilometer. 

Proyek itu dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020. 

Kemudian, korupsi pembangunan Pasar Labukkang pada Dinas Perdagangan Kota 

Parepare Tahun Anggaran 2019. 

"Modus operandinya yaitu meminjam pakai perusahaan, PPK dan PPTK tidak 

melakukan pengendalian kontrak, mengubah spesifikasi di lapangan," ungkap Yudhi 

didampingi Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi. 

"Tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi 

pekerjaan, dan penggunaan personal manajerial tidak sesuai dengan kontrak," 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.kabarmakassar.com/berita-utama/polda-sulsel-tetapkan-21-

tersangka-kasus-korupsi-di-berbagai-sektor, 13 November 2024. 

2. https://makassar.tribunnews.com/2024/11/12/daftar-11-kasus-korupsi-

diungkap-polda-sulsel-identitas-21-tersangka-diumumkan-irjen-yudhiawan, 

12 November 2024. 

 

 

Catatan Berita: 

 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 

 

3. PUTUSAN Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang 

berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini 

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, 

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan 

tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

4. PUTUSAN Nomor 25/PUU-XV/2016 menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 
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5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, 

yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 

III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan 

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya 

pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau b. memberi sesuatu 

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan 

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan 

dalam jabatannya 

 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) 

yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau 

huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Yang kemudian dicabut dengan, 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana 

denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. 
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 

22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 


